
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerab daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengab (BeritaNegara Tabun 1950 Nomor 42); 

2. Undang - Undang Nomor 4 Tabun 1984 tentang 
Wabab Penyakit Menular (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, 
Tambaban Lembaran Negara Republ.t"k Indonesia 
Nomor 3272]; 

Mengingat 

c. bah.wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
climaksud huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi 
Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten -Jepara: 

b. bahwa unruk membentuk perilaku masyarakat 
dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan 
(SBS), serta kepada masyarakat rniskin di 
ICabupatan -Jepara dapat memperoleh akses 
sanitasi yang layak, maka perlu adanya kegiatan 
sanitasi total yang berbasis masyarakat; 

a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya 
perilaku hidup bersih dan sehat, mencegab 
penyebaran penyakit berbasis lingkungan, 
meningkatka.n kemampuan masyarakat, serta 
meningkatkan a.kses air minum dan sanil:asi 
dasar, perlu adanya program kesehatan 
lingkungan secara menyelurub pada masyarakat; 

Menimbang 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TlJHAN YANG MAHA ESA 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 55 TAHUN 2017 

TENTANG 

SANITASJ TOTALBERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA 
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3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 ternang 
Perumahao dan Pemuki.man (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3469); 

4. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4851); 

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan clan Pengelolan Llngkungan Hidup 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 
Tenta.ng Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 
5063); 

7. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraruran Perundang- Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
201 l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 52-34); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587], sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengao Undang - Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tabun 2001 
Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4161); 

10. Pe:raturan Peme:rintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemenntahan 
Daerah Provinsi, dan Pemerinraban Daerab 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan 



1. Daerab adalab Kabupaten Jepara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintaban Daerab yang memimpm pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah oronom. 

3. Bupan adalab Bu-pan Jepara. 

Dalarn Peraruran Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

BAB l 
KETENTUAN lJMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANO SANTTASI TOTAL 
BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN JEPARA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

11 Peraturan Presiden Nomor 72 Tabun 2012 
tentang Sistem Kesebatan Nasional (Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
193); 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
878/Menkes /SK{VITI/2001 tentang Pedoman 
Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan: 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
492/Menkes/Per/lV /2010 tentang Persyaratan 
Kualitas Air Minum; 

14. Peraruran Menteri Kesehatan Nomor 2269 
/Menkes /Per/ VIIl/2011 tentang Pedoman 
Pernbinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(Berita Negara Republik Indonesia tabun 2011 
Nomor 755); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tabun 
2014 rentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara 
Tabun 2005 2025 (Lembaran Daerab 
Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupacen Jepara 
Nomor I); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 
Tahun 2012 tenr.ang penyelenggaraan Ketertiban. 
Kebersihan, dan Keindaban; 



4 Sanitasi Total adalah kondisi ketika suaru komunitas tidak buang 
air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air 
minum dan makanan rumah tangga, melakukan pengamanan 
sampah clan limbah cair rumah tangga, 

5. Komunitas rnerupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi 
secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai - nilai 
untuk kencapai tujuan. 

6. Sanitasi Total Bcrbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
dengan STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene 
dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode 
pemicuan. 

7. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku 
hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran 
sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan 
kebiasaan individu atau masyarakat. 

8. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya cUsebut 
Pilar STBM adalah perilaku yang hygienis dan saniler yang 
digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat. 

9. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat SBS 
atau ODF (Open Defecation Free) adalah kondisi ketika setiap 
individu dalam kornunitas tidak buang air besar sernbarangan yang 
berpotensi menyebarkan penyakiL 

10. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah 
perilaku mencuci tangan dengan rnenggunakan sabun dan air 
bersih yang mengalir. 

1 I. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang 
selanjutnya disebut sebagai PAM RT adalah kegiaran mengelola air 
minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan 
menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk 
air rninum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi 
pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga. 

12. Pengamanan Sarnpah Rumah Tangga adalah melalrukan kegiatan 
pengolahan sampan dJ rumah tangga dengan mengedepankan 
prinsip mengurangi (Reduce), memakai ulang (Reuse) dan mendaur 
ulang (Recycle). 

13. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan 
kegiatan pengolahan lirnbah cair di rumah tangga yang berasal dari 
sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang rnemenuhi 
stander baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan 
kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit. 

14. Jamban Sebat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk 
memutus rantai penularan penyak.it. 

15. Peningkatan Kebutuhan Sanitasi (Demand Creation) adalah upaya 
sistematis untuk meningkatkan kebutuhan menuju perubahan 
perilaku yang hygienis dan saniter. 

16. Peningkatan Akses Sanitasi (Supply lmprouemen~ adalab 
meningkatkan dan mengembangkan perceparan penyediaan akses 
terhadap produk clan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau 
daJsm rangka membuka dan mengembangkan pasa:r samtasi 
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(l) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana climaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujuclkan melalui kegiatan paling 
sedikit terdiri atas : 
a. Mernbudayakan perilaku buang air besar yang sebat seb.ingga 

dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber 
penyakit seca.ra berkelanjutan; 

Pasal 4 

( 1) Masya.rakal menyelenggarakan STEM secara mandiri dengan 
berpedoman pada Pilar STBM. 

(2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas perilaku : 
a Stop buang air besar sembaraogan; 
b. Cuci tangan pakai sabun; 
c. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga: 
d. Pengamanan sampah rumah tangga; dan 
e. Pengamanan limbah Cair rumah tangga 

(3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan unruk 
memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan. 

Pasal 3 

BAB 111 
PENYELENGGARAAN 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perilaku 
masyarakat yang bygienis dan saniter secara mancliri dalam rangka 
mcningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang sctinggi - tinggmya. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a. Menurunkan angka kejadiao penyakit cliare dan penyakit berbasis 

lingkungan yang berkaitan dengan sanitaai dan perilaku melalui 
penciptaan kondisi sanitasi total; 

b. Men.ingkatkan kemampuan masyarakat dalam menenrukan pillhan 
sarana sanltasi yang layak dan terjangkau; dan 

c. Meningkatkan akses air m.inum dao san.itasi dasar masyarakat 
terutarna masyakat miskin dan terpencil. 

Pasal 2 

BAB 11 
MAKSUD DAN TUJUAN 

J 7 Penciptaan Llngkungan yang Kondusif (Enabling Erwirontmen1) 
adalab rnenciptakan kondisi yang mendukung tereapainya sanitasi 
total, melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan 
antar pelaku STBM termasuk clidalamnya pemerinrah. masyarakat, 
tembaga swadaya masyarakat, instltusi pendidikan, keagamaan dan 
swasta. 



(1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 
Pasal 4, dilakukan pemicuan di masyarakar, 

(2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
tenaga kesehatan, kader, relawan dan atau masyarakat yang telah 
berhasil mengembangkan STBM. 

(3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diarahkan untuk 
memberikan kemampuan dalam: 

Pasal 5 

(SJ Perilaku pengamanan limbah cair rumah tangga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayal (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan 
paling sedikit terdiri atas : 
a. melakukan pemisahan saluran air Iimbah cair rumah tangga 

melalui sumur resapan clan saluran pembuangan air limbab: 
b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah 

taogga: dan 
c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbab cair 

rumah tangga. 

(4) Perilaku pengamanan sampah rumab tangga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling 
sedikit terdiri atas : 
a. Membudayakan perilaku memilah sampah rurnah tangga sesuai 

dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga ell Juar 
rumah pada tempat yang sudah tersedia secara rutin: 

b. Melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse) dan 
pengolahan kembali (recycle); dan 

c. Menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah 
tangga di luar rumah, 

(3) Perilaku pengelolaan air minum dan makanan rurnah tangga 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan 
melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas : 
a. Membudayakan perilaku pengolahan air layak minurn dan 

makanan yang aman dan bers!h secara berkelanjut:an; dan 
b. Menyediakan dan memelihara ternpat pengolahan air rninurn dan 

rnakanan rumah tangga yang sehat, 

(21 Peri1aku cuci tangan pakai sabun sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 
3 ayat (2) huruf b diwujud.kan melalui kegiatan paling sedikit terdiri 
atas : 
a. Membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang 

mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan 
b. Menyediakan dan memel!hara sarana cuci tangan yang dilengkapi 

dengan air mengalir, sabun dan saluran pernbuangan air limbah. 

b. Menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang 
memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. 
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Dalam penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah melalui Dinas 
Kesehatan, bertanggungjawab dalam: 
a. fasilltasi pengembangan teknologi tepat guna: 
b. Iasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM; 
c. pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan dan kader kesebatan; 

dan/arau 
d. penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi. 

Pasal 8 

BAB ill 
TANGGUNG JAWAB PEMERlNTAH KABUPA'TEN, KECAMA'TAN. DAN 

DESA/KELURAHAN 

(I) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau 
salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian 
Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan 
STBM. 

(2) Tim Verillkasl sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) dibentuk oleh 
pemerintahan setempat yang terdiri atas unsur pemerintahan dan 
masyarakat. 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan STBM masyarakat dapat membentuk 
kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai 
kebutuhan, 

(2) Kelompok yang dibentuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) perlu dilakukan pendarnpingan. 

[3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) dilakukan oleh 
tenaga kesehatan, kadcr, relawan dan/atau masyarakat dalam 
pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagatmana dimaksud pada 
ayat (1). 

(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat. (3) 
diprioritaskan pada pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar 
Sembarangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). 

(SJ Pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sernbarangan, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk mempemudah 
pencapaian Pilar STBM lainnya hingga menuju kondisi Sanitasi Total. 

Pasal 6 

a. merencanakan perubahan perilaku 
b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan 
c. mengevaluasi basil perubahan perilaku. 
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(t) Pemerintab Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Ke1urahan dalam 
mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 mengacu pada strategi dan tabapan 
penyelenggaraan STBM. 

(2) Strategi penyelenggaraan S'IBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) 
meliputi: 
a. penciptaan llngkungan yang kondusif; 
b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan 
c. peningkatan penyediaan akses sanitasi. 

(3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada 
ayai (2) huruf a, merupakan upaya menciptakan kondisi yang 
mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan 
kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari pernerintah, masyarakat, 
lembaga swadaya masyarakat, institusi pendldikan, institusi 
keagamaan dan swasta. 

(4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) 
huruf b, merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat 
menuju perubahan perllaku yang higienis dan saniter, 

(5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) .huruf c, merupakan upaya cneningkatkan dan 
mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan 
sanitasi yang layak dan cerjangkau. 

Pasal 1 t 

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa/Kelurahan 
bertanggungjawab dalam: 

a. menyusun kebijakan tingkat desa/Kelurahan terk:ait pencapaian 
kondisi sanitasl total yang mencakup 5 (llma) pilar; 

b. Membentuk tim pemicu STBM; 
c. memberikan dukungan dan bimbingan kepada kader/fasilitator 

pemicu STBM; 
d. rnemberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat unruk 

mencapai kondisi pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dan 
pilat STBM lainnya di lingkungao tempal tinggalnya; dan 

e. membangun kesadaran dan partiaipasi masyarakat secara gotong 
royong dalam pe1aksanaan STBM. 

Pasal 10 

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Kecamatan bertanggungjawab 
dalam: 

a. mela.kukan koordinasi lintas sektor tingkat kecamatan dan 
memberikan dukungan kepada kader/fasilitator pemicu STBM; 

b. Mengembangkan wirausaha sanitasi lokal unruk meningkaikan 
produksi dan suplal penyediaan sarana sanitasi; 

c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang STBM; dan 
d. membentuk Tim kerja STBM tingkat Kecamatan. 

Pasal 9 
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( 1) Tim kerja STBM Kecamatan sebagaimana climaksud pada ayat (1) 
dengan struktur keanggotaan ketua, sekretaris, dan anggota 
sekurang-kurangnya 5 (lima) orang. 

(2) Keanggotaan Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan 
unsur Pemerintah Keca:matan, tin, penggerak PKK Keeamatan, 
Puskesmas, Ormas, LSM. dao instirusi keagamaao 

Pasal 14 

(3) Tim kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sela.ku instansi 
teknis penanggungjawab STBM. 

(2) Tim kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah sela.ku Ketua AMPL (Air Minum 
dan Penyehalan Llngkungan) dan ditetapkan oleh Bupati. 

(1) Tim kerja STBM Kabuparen sebagaimana dimaksud Pasal 12 terdiri 
dari: 

a. Unsur lintas sektor, perangkat daerah terkait, tim penggerak 
PKK Kabupaten, Ormas, LSM dan/atau insititusi keagamaan. 

b. Petugas kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan. 

Pasal 13 

(2) Tim Kerja STBM tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) melaksanakan tahapan 
peoyelenggaraan kegiatan STBM sebagaimana diroaksud Pasal I J ayat 
(6). 

(1) Dalam meodukung peoyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasa.l 10 Pemeri:ntah Kabupaten, 
Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, membentuk dan menetapkan Tim 
Kerja STBM tingkai Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. 

Pasal 12 

BAB JV 
TIM KERJA STBM 

(6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dJmaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a Penyusunan perencanaan, 
b. Pelaksanaan: 
c. Pemantauan dan evaluasi; clan 
d. Penyusunan laporan. 



Pokja STBM Tingkat Desa memiliki peran dan tanggungjawab : 
a. melakukan koordin.asi dengan berbagai komponen kelembaga.an 

yang ada di desa dan rnernberikan dukungan bagi tenaga pemicu 
S'l'BM; 

b melakukan monitnring perkembangan STI3M tingkat desa, 

Pasal 18 

Pokja STBM Kecamatan memili.k:J peran dan tanggungjawab : 
a. berkoordinasi dengan berbagai lapisan institusi Pemerintah di 

kecamatan dan memberl dukuagan bagi tenaga pemicu STBM; 
b. mengembangkan pengusaha Jokal unruk memproduksi dan suplai 

bahan serta memonitor kualitas bahan: 
c. mengkoordinasi.kan pendanaan untuk implementasi strategi STBM; 
d. rnemelihara basis data status kesehatan yang efektif dan tetap 

terbaru secara berkata. 

Pasal 17 

Peran Pokja STBM Kabupaten rnemiliki peran dan tanggung jawab : 
a. mempersiapkan rencana daerab untuk mempromosikan strategi 

STBM; 
b. mengembangkan dan mengjmplementas!kan kampanye tingkat 

Kabupaten mengenai pendekatan STBM; 
c. mengkoordinasikan pendanaan untuk i.mplementasi strategi STBM; 
d. mengembangkan rantai suplai sanilasi di tingkat kabupaten; 
e. memberi dukungan penlngkaran kapasitas kelernbagaan yang 

diperlukan kepada sernua instirusi kabupaten 

Pasal 16 

BABV 
PERAN POKJA S1'BM 

(4) Tim kerja STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Petinggi/Lurah. 

(2) Keanggotaan Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clari 
unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, tim penggerak PKK 
Desa/ Kelurahan, Kader Posyandu, Tokoh masyarakat, tokoh agama. 

(IJ Tim kerja STBM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayar (I) 
dengan struktur keanggotaan ketua, sekretaris, dan anggota 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 

Pasal 15 

(3) Tim kerja STBM Kecamatan sebagairnana dimaksud pada ayat (l) 
ditetapkan oleh Carnet. 
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( 1} Monitoring dan evaluasi secara berjenjang sebagimana dimaksud 
dalam Pasal 19, dengan cara optimalisasi website STBM, SMS gateway 
dan STBM Smart dcngan rnelakukan klasifikasi wilayah akses sanitasi 
pada tingkaran pilar STBM sebagai berikut : 
a. Wilayah Kecamatan at.au Desa/Kclurahan STBM dengan klasifikasi 

Bersih b!la telah memillld akses sanitas! minimal pilar SBS 100°/o 
dan rata-rata cakupan pilar lainnya diatas 80%: 

b. Wilayah Kecamatan atau Desa/Kelurahan STBM dengan klasifikasi 
Cukup Beraih bila telah memilikl akses sanitasi minimal pilar SBS 
100 °/o; 

c, Wilayah Kecamatan atau Desa/Kelurahan STBM dengan klasifikasi 
Jorok bila merniliki akses sanitasi pada pilar SBS k:u:rang dari 
iooss, 

(2) Pengaruran klasifikasi selanjutnya berdasarkan target tabunan diamr 
melalul Kepurusan Kepala Dinas Kesehata.n. 
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Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara 
bcrjcnjang o1eh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Kader/ fasilitator 
di tingkat desa, terdiri dari: 

a. Monitoring dan evaluasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh 
Dinas Kesehatan untukmemperoleb gambaran tentang: 
1. Aksesibilitas penyelenggaraan STBM; 
2. Keberhasilan pcnyelenggaraan STBM; 
3. Permasalahan yang dihadapi; dan 
4. Dampak penyelenggaraan S'l'BM. 

b. Monitoring dan evaluasi tingkar Kecamatan dilaksanakan oleh 
petugas kesehatan/sanitarian Puskesmas, dan Iasilitator untuk 
melakukan kompilasi pemiciuan, rencana kerja masyarakat dan 
aktivn.as tirn kerja. 

c. Monitoring dan evaluasi di Desa dilaksanakan oleh Kader, Bidan desa 
dan petugas kesehatan/ sanitarian clibantu oleh Fasilit.ator, untuk 
rnelihat perkembangan kegiatan pernicuan di masyarakat dan 
mengumpu.lkan data dasar STBM. 
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BAB VI 
MON1TORING DAN EVALUASl 

c. memelibara basis data status kesehatan yang efektif dan terbaro 
secara berkala; 

d. memberi dukungan clan motivasi kepada masyarakat akan 
pentingnya perubahan perilaku: 

e. Memberikan infonnasi terkalt pilihan teknologi sa.rana sanitasi. 
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pengundangan 
Serita Daerah 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Kabupaten Jepara. 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada t.anggal diundangkan. 

BAB IX 
PENUTUP 

( 1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, perangkat daerah terkait 
wajib merencanakan adanya rencana aksi serta kebuuihan anggaran 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

(2) Perencanaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat bersurnber 
dari Anggaran Pendapat.an dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan surnber lain yang sah dan tidak rnengikat 
sesuai kecentuan peraturan perundang=- undangan. 

(3) Untuk Kegiatan STBM tingkat desa dapat dianggarkan dalam Dana 
Desa di semua desa. 

BAB Vlll 
BIAVA 
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(1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Kecamatan 
dan Desa yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di 
komunitas masyarakat paling sedikit pilar 1 (satu) yaitu telah 
mencapai status Stop Buang Air Besar Sembarangan. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
perorangan, komunitas masyarakat dan/atau instansi. 

BAB VO 
PENOHARGAAN 
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